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Abstrak

Penulisan ini membahas tentang Bela negara merupakan sikap dan tindakan
kesadaran warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan
bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa, kerelaan berkorban guna
menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari
dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara,
keutuhan wilayah NKRI, yuridiksi nasional dan nilai —nilai luhur Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian
bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pendekatan kepustakaan
dan dokumen hukum serta bahan-bahan dari berbagai data skunder yang mengkaji
peraturan-peraturan, pendapat para ahli hukum, buku-buku, makalah, jurnal, bahan
hukum dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum tentang
Politik Hukum Implementasi Kesadaran Bela Negara dalam Menjaga Pertahanan dan
Keutuhan NKRI berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Penelitian ini menghasilkan bahwa
Konstruksi Politik Hukum Implementasi bela negara melalui Sumber Daya Manusia
terbagi ke dalam dua periode yaitu Periode Masa Reformasi dan periode Pasca
Reformasi dan Implementasi Kesadaran Bela Negara merupakan hak dan kewajiban
setiap Warga Negara yang dipastikan mampu menegakkan kedaulatan negara, menjaga
Pertahanan dan keutuhan wilayah NKRI.
Kata Kunci : Politik Hukum, Bela Negara, Pertahanan Negara dan NKRI

Abstract
This writing discusses the defense of the state is an attitude and act of awareness of
citizens based on a sense of patriotism, national and state awareness, Pancasila beliefs
as an ideology of the nation, willingness to sacrifice to face any threats, challenges,
obstacles and disturbances both coming from within and from outside which endangers
the survival of the nation and the State, the integrity of the Unitary Republic of
Indonesia, national jurisdiction and the noble values of the Pancasila and the 1945
Constitution. This legal research uses prioritizing the literature and legal document
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approach as well as materials from various secondary data that reviews the
regulations. regulations, opinions of legal experts, books, papers, journals, legal
materials from intermet and others relating to legal issues concerning the Political Law
of the Implementation of Defending State Awareness in Maintaining Defense and
Integrity of the Republic of Indonesia based on Law Number 23 of 2019 concerning
Management of Resources National Power for Pert State Services This research
results that the Legal Political Construction Implementation of state defense through
Human Resources is divided into two periods namely the Reformation Period and the
Post-Reformation Period and the Implementation of State Defending Awareness is the
right and obligation of every citizen who is certain to be able to uphold the country's
sovereignty in maintaining Defense and the integrity of the Unitary Republic of
Indonesia research methods are normative juridical, namely research that is Keyword
Political Law, Defending the National Defense and the Unitary Republic of Indonesia.
Keywords: Political Law, State Defense, State Defense and NKRI.

1. Pendahuluan

Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah
mekanisme pertahanan semesta yang mencakup pertahanan militer dan nir-militer,
dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi
seluruh aspek kehidupan dari setiap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas
nasional. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang melibatkan seluruh
kekuatan bangsa dengan bertumpu pada semangat dan militansi rakyat. Ikrar untuk
membela, mempertahankan kemerdekaan, dan menegakkan kedaulatan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
filosofi bersama bangsa Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia
dibutuhkan suatu strategi nasional guna menghadapi dinamika perkembangan
lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. Setiap negara
perlu memiliki strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan
strategis tersebut tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif berupa peluang,
namun juga dapat berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan
tantangan, atau yang dikenal sebagai hakikat ancaman, bagi negara Indonesia khususnya
seiring pesatnya perubahan globalisasi dunia internasional yang berdampak pada
pertahanan dan keutuhan NKRI pada masa yang akan datang.

Dinamika perubahan dunia internasional selalu terjadi dan akan mempengaruhi
kebijakan suatu negara dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya,
kebijakan yang dimaksud tidak hanya pada lingkup perpolitikan, tetapi juga pertahanan
dan keamanan negaranya dalam berinteraksi dengan dunia luar. Dalam hal ini, kekuatan
militer memainkan peranan penting sebagai instrumen politik kepentingan nasional.*®
Kekuatan militer tidak hanya berbicara mengenai postur militer saja, namun faktor gelar
pasukan, persiapan dan operasionalisasi yang dipengaruhi oleh kondisi strategis. ®
Dengan kata lain, kekuatan militer suatu negara menjadi salah satu faktor penentu
pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian

4

5 Vladimir Plotnikov, Headquarter of Russian Airborne Troops dalam Use of Force in Resolving
Military Conflict: Ways to Increase Efficiency, h. 115.

6 Paul K. Davis, Et al, Adaptiveness in National Defense: The Basis of a New Framework, Issue
Paper, Rand: National Defense Research Institute (August 1996), h. 1.
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kepentingan nasional diperlukan pengembangan kekuatan pertahanan yang dapat
memberikan nilai tawar yang lebih baik bagi suatu negara.

Kekuatan militer sebagai bagian dari postur pertahanan adalah kapasitas sebuah
negara untuk, secara politik mempengaruhi negara lain atau sistem dalam hubungan
internasional.” Dalam konteks ini, kekuatan militer berfungsi sebagai alat pemaksa
kepada negara lain untuk dapat memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Oleh
karena itu, suatu negara haruslah mampu untuk melakukan pengembangan terhadap
kekuatan militernya sebagai upaya dalam mencapai kepentingan nasionalnya dan juga
sebagai alat pemelihara keamanan negaranya. Alat pemelihara keamanan yang
dimaksudkan disini adalah militer merupakan elemen terdepan suatu negara dalam
menghadapi ancaman dari negara lain. Tentunya dengan suatu strategi pertahanan yang
dapat mencakup ke seluruh wilayah kedaulatan negaranya.

Strategi pertahanan yang tepat harus mampu menjawab tiga pertanyaan
penuntun yang mendasar, yaitu apa Yyang dipertahankan, dengan apa
mempertahankannya, serta bagaimana mempertahankannya. 8 Pertahanan negara
merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara
berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan
segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan.® Pertahanan negara dalam upaya
pembangunannya haruslah disesuaikan dengan wilayah geografis negara tersebut.
Sehingga dapat secara efektif melakukan penangkalan terhadap ancaman-ancaman yang
mungkin terjadi yang timbul sebagai dampak terjadinya perubahan dunia internasional.
Dalam suasana tidak perang, kekuatan pertahanan, dapat menjadi simbol kedaulatan,
kebanggaan, harga diri serta menjadi sarana penggertak atau penggentar (deterrent) di
pentas regional dan global.'° Dengan kata lain, kekuatan pertahanan haruslah senantiasa
di kembangkan dan di perkuat dalam rangka menjaga kedaulatan negara agar tetap
memiliki kekuatan penangkal yang efektif dalam menghadapi segala kemungkinan
ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negaranya.

Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), sekaligus untuk merespon tantangan pertahanan negara ke
depan, adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan
Berlapis yang menyinergiskan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nir-
militer. Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis
pertahanan nir-militer, merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara
Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber
daya nasional secara maksimal. Hal yang mendasar dari pertahanan negara yang bersifat
semesta tersebut adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara
Indonesia dari semua lapisan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia
perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini
tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun
ketahanan nasional setidaknya ada 3 (tiga) pilar yang harus saling terkait yaitu
pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat
sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideology. Ideologi

" Vladimir Plotnikov, op. cit. h. 116.

8 Juwono Sudarsono, Kata Pengantar : Strategi Pertahanan Indonesia 2008.

® Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, halaman. 45.

19 Yusron Ihza, Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional, Latofi Enterprise, 2009, h. 71.
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adalah sebuah harapan yang dibangun bersama secara sadar, karena ideologilah negara
bisa tetap berdiri. Tentara dengan rakyat diikat dengan simpul sejarah hubungan
emosional kemanunggalan tentara-rakyat. Keduanya menjadi episentrum kekuatan atau
center of graffity (CoG) bagi tentara. Tidak ada tentara kalau tidak ada rakyat karena
tentara lahir dari rakyat. Konsep tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara
merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan negara.
Pemerintah dan tentara diikat dengan simpul regulasi untuk membangun landasan legal
formal yang mengatur tugas dan fungsi tentara dalam sistem bernegara. Tentara
Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang menangani bidang pertahanan dan
dalam pelaksanaannya dibantu komponen lain yaitu komponen pendukung dan
komponen cadangan yang berasal dari rakyat.

Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap Warga
Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara. Selanjutnya dalam
Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi
“Tiap-tiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam Usaha Pertahanan dan
Keamanan Negara“.dan ayat (2) “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan
melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai
kekuatan pendukung”.

Wacana program bela negara ini cukup mengundang dukungan maupun
penolakan dari masyarakat. Bagi pihak yang mendukung, program bela negara ini
diyakini mampu memperbaiki mental bangsa melalui pembangunan etos disiplin,
terutama dalam memperkuat ketaatan hukum rakyat dan menyelesaikan beragam
penyakit sosial. Disisi lain, meski Menhan menegaskan bahwa program bela negara tak
sebatas mengangkat senjata dan akan disesuaikan dengan keahlian peserta, mereka yang
menolak bela negara melihat program ini sebagai pendidikan militer atau militerisasi
rakyat. Kekhawatiran mereka yang mengkritisi program ini dapat dimaklumi karena
luasnya difinisi “ancaman”, risiko munculnya kelompok kekerasan, dan belum
terformulasinya metode pelatihan (Farouk Muhammad). Terlepas dari perdebatan antara
pihak yang mendukung atau menolak program di maksud, perlu juga diketahui
bagaimana perspektif peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum terhadap
program bela negara. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini telah
cukup untuk mengakomodir program tersebut ataukah diperlukan payung hukum baru
untuk menjadi landasan hukum penyelenggaraannya. Untuk itu, wacana pemberlakuan
program bela negara ini menarik untuk dibahas.

Secara Yuridis Pasal mengenai pelibatan sumber daya nasional telah tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, namun demikian hingga saat ini
kesemestaan kontribusi masyarakat dalam pertahanan negara belum berjalan secara
efektif meskipun secara normatif telah dikaomodir melalui Peraturan Perundang-
undangan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam Undang-Undang
tersebut, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin dengan terbentuknya
komponen cadangan dan komponen pendukung yang didahului dengan adanya
pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter nasionalisme bangsa.
Sistem tata kelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan langkah
strategis agar sistem pertahanan semesta dapat diaplikasikan serta terbangun daya saing
sebagai bangsa (nations competitiveness). Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor
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23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara
tentunya Negara telah memiliki payung hukum untuk merekonstruksi pengaturan
pengelolaan sumber daya nasional dalam rangka pertahanan negara dan menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi sangat penting dan
strategis dengan tujuan apabila negara membutuhkan sumber daya nasional untuk
menunjang kepentingan pertahanan negara maka telah tersedia koridor hukum untuk
penggunaan sumber daya nasional yang tetap berlandaskan kepada demokrasi,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil.

2. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif,
yaitu penelitian yang mengutamakan pendekatan kepustakaan dan dokumen hukum
serta bahan-bahan dari berbagai data skunder yang mengkaji peraturan-peraturan,
pendapat para ahli hukum, buku-buku, makalah, jurnal, bahan hukum dari internet dan
lain-lain. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perkembangan
konstruksi politik hukum tentang pengaturan kesadaran bela negara pada Masa
Reformasi hingga diberlakukannya Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2019 ? dan (2)
apakah konsep Implementasi kesadaran bela negara dengan mengelola Sumber Daya
Manusia sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 mampu memperkuat
pertahanan dan menjaga keutuhan NKRI?

3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Konstruksi politik hukum pengaturan kesadaran bela negara pasca
diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara.

Sebelum lebih jauh membahas tentang pengaturan kesadaran bela negara pasca
diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Dayan Nasional untuk Pertahanan Negara, maka secara teoritis jika menilik
konsep Politik Hukum dalam tatanan Hukum Tata Negara di Indonesia atas suatu
kebutuhan pengaturan hukum dimasyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Pakar Hukum
Tata Negara Indonesia yakni Prof. Mahfud MD (2006) menerangkan politik hukum
diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik
hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan
hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa.

Secara filosofis kerangka Konsep Negara Hukum (Rechstate) di Indonesia dalam
konstitusinya telah mendeklarasikan hukum sebagai panglima dalam denyut kehidupan
ketatanegaraannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Kesadaran hukum dan tingkat pendidikan masyarakat yang
semakin baik menuntut negara untuk dapat menghadirkan struktur pemerintahan yang
efektif, efisien serta cekatan dalam memberikan respon terhadap tuntutan mereka
terutama dalam hal pelayanan publik dan tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.
Kemudian Menurut Jimly Asshiddigie (2006), bahwa perkembangan masyarakat
memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi
lembaga lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut,
lahirlah pengaturan hukum sebagai dasar landasan Das Sollen untuk mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara yang di atribusikan kepada lembaga-lembaga
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negara berupa Kementerian, Institusi Negara, dan lembaga Negara baik yang berbentuk
dewan (council), komisi (commission), komite (committee), badan (board), atau otorita
(authority). Pembahagian fungsi kelembagaan dalam teori klasik trias politica yang
menggolongkan fungsi kelembagaan negara dalam fungsi legislatif, eksekutif dan
yudikatif ternyata dipandang tidak lagi dapat digunakan dalam menganalisis hubungan
kekuasaan antar lembaga negara. Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan
pemikiran dibutuhkannya lembaga negara bantu. Di Indonesia, konsekuensi atas
perubahan UUD Negara Rl Tahun 1945 berimplikasi pada kecendrungan untuk
membentuk lembaga-lembaga negera baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
pembentukan lembaga-lembaga negara dengan beragam bentuknya adalah dampak yang
logis akibat tekanan internal di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan
sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekosentrasi
kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara
eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan
hak asasi manusia internasional (Refly Harun, 2010).

Berdasarkan pada konsep politik hokum secara teoritis menurut para ahli diatas,
maka kaitannya dengan Konstruksi politik hukum pengaturan kesadaran Bela Negara di
Indonesia hingga lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tentunya secara historis Politik Hukum
tentang gagasan Bela Negara tersebut memiliki sejarah yang panjang baik pada Era
Reformasi maupun hingga diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 yang
masih sangat baru pada era millennial saat ini. Oleh karenanya dalam pembahasan ini
penulis akan terlebih dahulu menilik kembali secara historis Konstruksi politik hukum
pengaturan kesadaran Bela Negara pada Era Reformasi yakni :

3.2 Historis Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Kesadaran Bela Negara Pada
Masa Pasca Reformasi.

Di Era Reformasi, dalam tahun yang sama dengan tahun pengesahan UUD 1945
hasil amandemen, diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. Undang-undang ini merupakan salah satu dari rangkaian peraturan
perundang-undangan yang diterbitkan untuk memfasilitasi kebijakan pemisahan TNI
dan Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme kedua alat negara tersebut.
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertahanan negara
diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan
negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara
dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara dalam
menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan
didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi
ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan
sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan
didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.!

Komponen pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3
Tahun 2002 terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen
pendukung. Pengelompokan ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan
Keamanan Negara yang diatur sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

11 Lihat Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
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Indonesia, yang terdiri atas komponen dasar, komponen utama, komponen khusus, dan
komponen pendukung.

Terkait bela negara, diatur secara khusus dalam Pasal 9, yang berbunyi: Setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan
dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya
bela negara diselenggarakan melalui: (1) pendidikan kewarganegaraan; (2) pelatihan
dasar kemiliteran secara wajib; (3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional
Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan (4) pengabdian sesuai dengan profesi.

Ditinjau dari isi Pasal 9 di atas, Undang-Undang Pertahanan Negara tidak lagi
memunculkan pengaturan mengenai Rakyat Terlatih (Ratih) dan Perlindungan
Masyarakat (Linmas). Wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang
semula diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, keanggotaan
Rakyat Terlatih secara wajib, keanggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau
secara wajib, keanggotaan Cadangan TNI secara sukarela atau secara wajib, serta
keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela, kemudian pada Undang-Undang
ini dirubah penyelenggaraannya menjadi melalui pendidikan kewarganegaraan,
pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara
sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

3.3 Konstruksi Politik Hukum tentang Pengaturan Kesadaran Bela Negara Pada
Era Millenial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan Negara.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang Konstruksi Politik Hukum yang
mengatur Kesadaran Bela Negara Pada Era Reformasi diatas, maka secara yuridis
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan
mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung haruslah
diatur secara rigid dan komprehensif melalui Undang-Undang tersendiri. Kemudian
Amanat tersebut hari ini telah diakomodir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor
23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Adapun konstruksi Politik Hukum yang mengatur tentang kesadaran Bela Negara
Sumber Daya Manusia pada Era Millenial saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
terlihat sangat jelas design kesepakatan politik hukumnya yang mengatur kesadaran
Bela Negara secara komprehensif apabila dilihat dari setiap konsepsi definisi dalam
Ketentuan Umum dan konsep pelaksanaan Bela Negara melalui Sumber Daya Manusia
pada setiap Pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang akan dibahas lebih
mendalam oleh penulis yang dijabarkan secara jelas dan sederhana.

Secara definisi Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara. Dan di dalamnya memiliki Sumber Daya Manusia adalah warga negara
yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kemudian makna Bela Negara dalam undang-undang ini adalah tekad, sikap, dan
perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam
menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang
dijiwai oleh Kkecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai

Ancaman. Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan,

dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan
perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Untuk bisa merealisasikan
pelaksanaan Bela Negara tersebut diperlukan suatu Pembinaan Kesadaran Bela Negara
yang berarti segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna
menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.

Adapun landasan Asas-asas yang sangat fundamental dalam undang-undang ini sebagai

dasar pijakan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Pertahanan

Negara meliputi asas tujuan, asas kesemestaan, kejuangan, asas kebersamaan dan

gotong royong, asas manfaat, legalitas, selektivitas, efektivitas, efisiensi; dan asas

proporsionalitas. Selanjutnya konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk

Pertahanan Negara dalam undang-undang ini dilaksanakan melalui usaha. Bela Negara,

penataan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, penguatan

Komponen Utama dan Mobilisasi serta Demobilisasi. Dalam merealisasikan usaha Bela

Negara Undang-undang ini mewajibkan Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut

serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan

Negara melalui :

1. Pendidikan Kewarganegaraan, yang diterapkan melalui Pembinaan Kesadaran
Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara dalam lingkup
Pendidikan, Masyarakat dan Pekerjaan dengan ditanamkan Nilai-Nilai Dasar Bela
Negara yakni Nilai Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada
Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan
kemampuan awal Bela Negara. Adapun Pembinaan Kesadaran Bela Negara
diselenggarakan oleh pemerintah pada lingkup pendidikan, masyarakat dan
pekerjaan melalui sistem pendidikan nasional pada setiap jalur, jenjang dan jenis
pendidikan yang ditujukan terhadap warga Negara yang meliputi : a. tokoh agama;
b. tokoh masyarakat; c. tokoh adat; d. kader organisasi masyarakat; e. kader
organisasi komunitas; f. kader organisasi profesi; g. kader partai politik; dan h.
kelompok masyarakat lainnya pada setiap instansi dan lembaga masing-masing,
dimana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus menetapkan kebijakan
pembinaan Kesadaran Bela Negara yang terdiri dari perencanaan, program
kegiatan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

2. Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib, yang dilaksanakan melalui program
kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara yang menjadi prajurit Tentara
Nasional Indonesia sebagai alat Pertahanan Negara; dan kewajiban yang
diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komponen Cadangan yang di-
Mobilisasi dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida, namun
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang diberlakukan kepada calon
Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan dalam menghadapi
Ancaman militer dan Ancaman hibrida, secara wajib hanya diberlakukan bagi
Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi
persyaratan. Dalam pelaksanaan ini Menteri pertahanan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon
Komponen Cadangan.
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3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau
secara wajib, meliputi Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang
pelaksanaannya hanya diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen
Cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
pelaksana dari Undang-undang ini, dalam hal ini tentunya Menteri Pertahanan
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
untuk pembentukan calon Komponen Cadangan.

4. Pengabdian Sesuai Dengan Profesi oleh Warga Negara semata-mata dilakukan
untuk kepentingan Pertahanan Negara yang disiapkan secara dini untuk
menghadapi Ancaman militer, Ancaman nonmiliter, dan Ancaman hibrida. Dalam
hal ini Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan wajib memberikan pembinaan
kepada Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai profesi yang
bekerjasama dengan tiap-tiap organisasi profesi akan diatur lebih lanjut dalam
peraturan pelaksana.

Adapun Komponen Pendukung dalam pelaksanaan Bela Negara melalui
Pengelolaan Sumber Daya Manusia khususnya yang hanya terdiri dari Warga Negara
yang dikelola melalui kegiatan penataan dan pembinaan dengan mengacu pada
penyelenggaraan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis,
menjunjung prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun syarat warga Negara sebagai komponen pendukung terdiri dari warga terlatih,
tenaga ahli dan warga lain unsur Warga Negara serta harus memenuhi beberapa
persyaratan diantaranya :

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;

4. sehat jasmani dan rohani; dan

5. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Bahwa setiap calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatas harus mengikuti seleksi pembentukan yang meliputi Seleksi
adminitratif dan seleksi Kompetensi dengan dilanjutkan pada pelatihan dasar
kemiliteran selama 3 (tiga) bulan dengan memperoleh hak-hak diantaranya uang saku,
perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan
kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Adapun Calon Komponen Cadangan yang
berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan
dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak
ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi
atau perusahaan tempatnya bekerja sedangkan Calon Komponen Cadangan yang
berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon
Komponen Cadangan tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan
kehilangan status sebagai peserta didik.

Kemudian Undang-Undang ini mengatur tentang Masa Pengabdian Komponen
cadangan yang terdiri atas masa aktif dan masa tidak aktif. Adapun Pengabdian masa
aktif merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan
penyegaran danf atau pada saat Mobilisasi dengan ketentuan diberlakukan hokum
militer dan Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan
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pekerja/buruh selama menjalani masa aktif tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya
dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan
tempatnya bekerja dan Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama
menjalani masa aktif tetap memperolen hak akademisnya dan tidak menyebabkan
kehilangan status sebagai peserta didik. Sedangkan Pengabdian masa tidak aktif
merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan dengan melaksanakan pekerjaan
dan/atau profesi semula, karenanya Komponen Cadangan melaksanakan pengabdian
sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh
delapan) tahun.

Dalam hal ketentuan tentang pengaturan pemberhentian Komponen Cadangan ,
diberhentikan dengan hormat jika telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia
48 (empat puluh delapan) tahun, sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan
sebagai Komponen Cadangan, gugur, tewas, atau meninggal dunia; atau tidak ada
kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas
sebagai Komponen Cadangan. Adapun Komponen Cadangan Warga Negara dapat
diberhentikan dengan tidak hormat jika :

a. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila;

b. menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau
peraturan perundang-undangan;

c. melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan
keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;

d. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyatanyata dapat merugikan
disiplin; dan/atau

e. dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Setelah Warga Negara melaksanakan seluruh rangkaian pelatihan Bela Negara
hingga kemudian ditetapkan sebagai Komponen Cadangan dalam hal Sumber Daya
Manusia dalam Rangka menjaga Pertahanan dan Keutuhan NKRI sebagaimana yang
telah diuraikan diatas, selanjutnya Warga Negara yang menjadi Komponen Cadangan
tersebut dapat digunakan sebagai komponen pertahanan Negara yang dimobilisasi
dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi
yang disertai persetujuan dari DPR RI. Karenanya Komponen Cadangan yang berasal
dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi namun apabila
Komponen Cadangan dalam hal pelaksanaan Mobilisasi kemudian dalam tugasnya
gugur, tewas, dinyatakan hilang, dan/atau cacat selama melaksanakan tugas Mobilisasi
diperlakukan dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan Dalam hal keadaan darurat militer atau keadaan perang sudah
dapat diatasi, Presiden menyatakan Demobilisasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat RI bagi setiap komponen cadangan dengan tujuan Demobilisasi diselenggarakan
secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas umum pemerintahan dan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat melalui rehabilitasi terlebih dahulu.

Salah satu yang merupakan bagian terpenting dalam rangka pelaksanaan Bela
Negara oleh Warga Negara harus didasari dengan pendanaan yang besar, efektif dan
tepat sasaran. Dimana Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya
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Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur
dengan peraturan perundang-undangan dengan syarat pengawasan usaha Bela Negara
oleh Lembaga Tinggi Negara meliputi pengawasan penataan Komponen Pendukung,
dan pembentukan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh komisi di Dewan Perwakilan
Rakyat Rl yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan dalam hal ini
Komisi 1 (satu) DPRI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri,
komunikasi dan informatika, dan intelijen.

4. Kesimpulan

Konstruksi Politik Hukum mengenai Implementasi bela negara Sumber Daya
Manusia sejak Era Reformasi hingga saat ini dapat ditinjau melalui konstruksi politik
hukum bela negara yang terbagi ke dalam dua periode yaitu Periode pada Masa
Reformasi dan periode Pasca Reformasi setelah lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Adapun
Perkembangan Konstruksi Politik hukum bela negara yang berlangsung pada kehidupan
sosial politik di Era Reformasi menunjukkan bahwa Pemerintah tidak lagi memiliki
keleluasaan dan dominasi politik sebagaimana yang terjadi di masa Orde Lama dan
Orde Baru. Terjadinya pergeseran paradigma kekuasaan ke arah supremasi sipil yang
mengedepankan Demokrasi dengan cara memunculkan kebijakan negara untuk
memisahkan TNI dan Polri serta menghentikan keterlibatannya dalam politik praktis,
sehingga hanya fopkus pada Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Sebagaimana gagasan Sociological Jurisprudence dalam perkembangan hukum
dimasyarakat, maka Pemerintah di Era Reformasi dituntut untuk dapat mewujudkan
keseimbangan antara keinginan mengadakan perubahan hukum bela negara dengan
kesadaran untuk memperhatikan perkembangan nilai-nilai bela negara yang hidup
dalam lingkungan masyarakat. Dimana gagasan tersebut kemudian diparipurnakan
dengan lahirnya keberlakuan Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara didasarkan pada kerangka
konseptual yang mengacu pada Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat
merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan,
persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman.
Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan
Negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh
Warga Negara (bela Negara), yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
Ancaman. Implementasi Bela Negara yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap
Warga Negara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara dipastikan
mampu untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela Negara
dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri
yang ditumbuhkembangkan melalui usaha bela negara.
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